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PERATURAN DAERAH KOTA SUNGAI PENUH
NOMOR 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
PENUH NOMOR 9 TAHUN

PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SUNGAI PENUH,
Menimbang : a. bahwa 

Nomor 9 Tahun 2011 belum mengatur semua 
potensi objek retribusi kekayaan daerah:

b. bahwa berdasarkan 
sebagaimana dimaksud huruf a
membentuk Peraturan Daerah tentang 
Perubahan
Sungai Penuh
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;

Mengingat : 1. Undang
tentang Hukum
Negara Republik Indonesia Tahun 1981 
Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3209);

2. Undang
tentang
Negara
Nomor 125,Tambahan 
Republik Indonesia

Perda Nomor 3 Tahun 2014 tentang Retribusi 

Kota Sahalun Suhak Saletuh Bedil

KKOOTTAA SSUUNNGGAAII PPEENNUUHH
PPRROOVVIINNSSII JJAAMMBBII

PERATURAN DAERAH KOTA SUNGAI PENUH
NOMOR 3 TAHUN 2014     

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA SUNGAI 
PENUH NOMOR 9 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI 

PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SUNGAI PENUH,  
bahwa Peraturan Daerah Kota Sungai Penuh 
Nomor 9 Tahun 2011 belum mengatur semua 
potensi objek retribusi kekayaan daerah:
bahwa berdasarkan pertimbangan 
sebagaimana dimaksud huruf a
membentuk Peraturan Daerah tentang 
Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota 
Sungai Penuh Nomor 9 Tahun 2011 tentang
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 
tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1981 
Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3209);
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 125,Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4437), 
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PERATURAN DAERAH KOTA SUNGAI PENUH

KOTA SUNGAI 
RETRIBUSI 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Peraturan Daerah Kota Sungai Penuh 
Nomor 9 Tahun 2011 belum mengatur semua 
potensi objek retribusi kekayaan daerah:

pertimbangan 
sebagaimana dimaksud huruf a perlu 
membentuk Peraturan Daerah tentang 

Peraturan Daerah Kota 
Nomor 9 Tahun 2011 tentang

Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
Undang Nomor 8 Tahun 1981 

Acara Pidana (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1981 
Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara 

Undang Nomor 32 Tahun 2004 
Pemerintahan Daerah (Lembaran 
Republik Indonesia Tahun 2004 

Lembaran Negara 
Nomor 4437), 
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sebagaimana telah diubah beberapa kali 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 
Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas 
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 
Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2008 
tentang Pembentukan Kota Sungai Penuh di 
Provinsi Jambi (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2008 Nomor 98, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4871);

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 
tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2008 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5049);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 
tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
undangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun2011 Nomor 82, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5234);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983
tentang Pelaksanaan Acara Hukum Pidana
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3258 sebagaimana
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 
58 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5145);
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7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007
tentang Pembagian Urusan Pemerintahan 
Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah 
Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/
Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010
tentang Tata Cara Pemberian dan 
Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak 
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 
Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5161);

10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 
Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan 
Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah 
beberapa kali terakhir dengan Peraturan 
Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan 
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan 
Daerah;

11.Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2011 
tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan 
Daerah (Lembaran Daerah Kota Sungai Penuh 
Tahun 2011 Nomor 9);
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Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KOTA SUNGAI PENUH
dan

WALIKOTA SUNGAI PENUH

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG 
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH 
NOMOR 9 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI
PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH.

Pasal I

Ketentuan Pasal 9 Peraturan Daerah Kota Sungai Penuh Nomor 
9 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah 
(Lembaran Daerah Kota Sungai Penuh Tahun 2011 Nomor 9) 
diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

(1) Struktur dan besarnya tarif retribusi pemakaian kekayaan 
daerah ditetapkan sebagai berikut:
a. Pemakaian Tanah untuk:

1.berjualan tanaman hias, ukiran dan patung-patung,
kesenian dan kegiatan komersil lainnya…...........                       
Rp. 500/m²/bulan

2.usaha/tempat tinggal/kegiatan lainnya.................                    
(0,5 % x Harga Pasar Setempat)/ tahun.

b.  Pemakaian Gedung/Bangunan dan Perlengkapan :
1. Tarif untuk Komersil :

a)Gedung 
Pertemuan :
- Kapasitas > 300 orang …… Rp. 300.000,-/hari
- kapasitas 201 s/d 299 orang.. Rp. 250.000,-/hari
- kapasitas < 200 orang …... Rp. 200.000,-/hari


